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Belanja modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk
pengadaan asset daerah sebagai investasi, dalam rangka pelaksanaan otonomi
daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Akan tetapi hal ini belum terpenuhi seutuhnya apabila melihat pada
besarnya alokasi belanja modal yang belum terlalu tinggi dibandingkan dengan
belanja lainnya, padahal semakin banyak belanja modal maka semakin tinggi pula
produktivitas perekonomian, karena belanja modal berupa infrastruktur jelas
berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dalam
konteks pengelolaan keuangan daerah, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan (belanja modal) dan kemampuan pendapatan
daerah (PAD dan DAU). Sehingga akan didapat suatu hubungan antara PAD dan
DAU dengan belanja modal. Berdasarkan hal tersebut, penyusun melakukan
penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan PAD dan DAU
dengan belanja modal.

Penelitian sebelumnya, yaitu dilakukan pada Kabupaten dan Kota se-
Jawa Bali dengan periode 2001-2005. Penelitian ini bertujuan ingin meneliti
kembali apakah hasil penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian
untuk wilayah Kab/Kota se Jawa Barat pada tahun 2007.

Hasil penelitian menggunakan korelasi product moment pearson
menunjukkan bahwa PAD memiliki hubungan positif yang kuat dengan belanja
modal sebesar 0.612. DAU juga memiliki hubungan positif yang kuat dengan
belanja modal sebesar 0.630. Hal ini berarti hipotesis penelitian diterima. Artinya
semakin tinggi PAD atau DAU yang diterima maka semakin tinggi pula belanja
modal yang dikeluarkan. Selain itu, dengan menggunakan korelasi berganda
didapatkan hasil bahwa PAD dan DAU memiliki hubungan positif yang kuat
dengan belanja modal sebesar 0.734. Hal ini juga berarti bahwa apabila PAD dan
DAU meningkat maka belanja modal pun akan meningkat.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),
Belanja Modal, Keuangan Daerah



I. PENDAHULUAN

Belanja modal sebagai bentuk perubahan yang cukup fundamental di
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mulai dilakukan
pasca reformasi dengan didasarkan pada peraturan-peraturan mengenai otonomi
daerah terutama UU No 22/1999, UU No 25/1999, PP No 105/2000, dan PP No
108/2000 (Halim, 2002:18). Sebelumnya di dalam APBD, pengalokasian untuk
jenis belanja berupa investasi, diklasifikasikan ke dalam belanja pembangunan.
Layaknya belanja pembangunan, belanja modal dilakukan oleh Pemerintah
Daerah (Pemda) untuk pengadaan asset daerah sebagai investasi, dalam rangka
membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Armayani (dalam Halim, 2004:237) menyatakan bahwa peran
pemerintah di dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator,
karena pihak pemerintahlah yang lebih mengetahui sasaran tujuan pembangunan
yang akan dicapai. Sebagai pihak katalisator dan fasilitator maka pemerintah
daerah memerlukan sarana dan fasilitas pendukung yang direalisasikan melalui
belanja modal guna meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan sumber hasil audit BPK, gambaran belanja modal pada pada
25 Kab/Kota di Jawa Barat tahun 2007. Rata-rata belanja modal adalah 21,69%
dari keseluruhan belanja daerah, dengan rincian 10 pemda telah melakukan
belanja modal diatas rata-rata dan sisanya yaitu 15 pemda yang melakukan belanja
modal dibawah rata-rata.

Alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan
sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pemerintahan maupun untuk
fasilitas publik (Halim dan Abdullah, 2006:19). Menurut Halim (2002:72), dengan
melakukan belanja modal akan menimbulkan konsekuensi berupa penambahan
biaya yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Akan tetapi berdasarkan hasil
audit BPK Pemda lebih banyak mengalokasikan belanjanya pada sektor-sektor
yang kurang diperlukan dan lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang
kurang produktif dibandingkan untuk meningkatkan pelayanan publik, sebab dari
100% belanja daerah rata-rata hanya 21,69% yang digunakan untuk belanja modal



dalam rangka pengadaan asset untuk investasi dalam rangka meningkatkan
pelayan publik.

Berkaitan dengan pelayanan publik, alokasi belanja modal merupakan
hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan meningkatkan
produktivitas perekonomian daerah. Semakin banyak belanja modal maka
semakin tinggi pula produktivitas perekonomian karena belanja modal berupa
infrastruktur jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan
lapangan kerja (Media Indonesia, 2008). Senada dengan hal tersebut Hariyanto
dan Hari Adi (2006) menjelaskan bahwa tersedianya infrastruktur yang baik
diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor,
produktifitas masyarakat diharapkan semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi
peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Akan tetapi dengan melihat fenomena yang terjadi, sepertinya alokasi
belanja modal belum sepenuhnya dapat terlaksana bagi pemenuhan kesejahteraan
publik, sebab pengelolaan belanja daerah terutama belanja modal masih belum
terorientasi pada publik. Salah satunya disebabkan oleh pengelolaan belanja yang
terbentur dengan kepentingan golongan semata. Keefer dan Khemani (dalam
Halim dan Abdullah, 2006:18) menyatakan bahwa adanya kepentingan politik
dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran
menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam
memecahkan masalah di masyarakat. Padahal menurut Pasal 66 UU No. 33 Tahun
2004 menyatakan bahwa: “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat
untuk masyarakat”. UU tersebut mengisyaratkan kepada Pemda untuk mengelola
keuangan daerah terutama belanja modal secara efektif, efisien, dan ekonomis
dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Pernyataan ini
sesuai dengan konsep multi-term expenditure framework (MTEF) yang
disampaikan oleh Allen dan Tommasi (dalam Halim dan Abdullah, 2006:18) yang
menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan
(usefulness) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (budget capability)



dalam pengelolaan asset tersebut dalam jangka panjang. Hal ini berarti bahwa
dalam pengelolaan asset terkait dengan belanja pemeliharaan, dan sumber
pendapatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini untuk mengetahui
bagaimana PAD, DAU, dan belanja modal di Kabupaten/Kota di Jawa Barat TA
2007, bagaimana hubungan PAD dengan belanja modal di Kabupaten/Kota Di
Jawa Barat TA 2007, bagaimana hubungan DAU dengan belanja modal di
Kabupaten/Kota Di Jawa Barat TA 2007, dan bagaimana hubungan PAD dan
DAU dengan belanja modal di Kabupaten/Kota Di Jawa Barat TA 2007.

1. PEMBAHASAN
1. Gambaran PAD

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara umum PAD yang
diperoleh 25 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat pada tahun 2007 ini didominasi
dari sektor retribusi, kemudian disusul dari sektor pajak, lain-lain PAD yang sah,
dan terakhir dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Total yang diperoleh 25
Kab/Kota tersebut adalah Rp. 2.321.285.549.735,79, dengan rata-rata Rp.
92.851.421.989,43. Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa daerah yang
memiliki PAD tertinggi adalah Kota Bandung vaitu sebesar Rp.
287.249.534.045,00 dengan selisih diatas rata-rata keseluruhan sebesar Rp.
194.398.112.055,57. PAD ini terutama berasal dari sektor pajak, lalu retribusi,
lain-lain PAD, serta kekayaan daerah yang dipisahkan. Sebagai kota metropolitan
yang sekaligus menjadi ibu kota dari Jawa Barat ini, Kota Bandung sangat
memungkinkan untuk menggali PAD-nya dari sektor pajak sebab melihat kondisi
Kota Bandung sebagai pusat berkumpulnya aktivitas perdagangan, industri, dan
jasa bagi daerah-daerah disekitarnya, sehingga keadaan seperti ini menjadi
peluang bagi Kota Bandung untuk menggali pajak daerah terutama dari pajak
hotel dan restoran, hiburan, reklame, dan sebagainya.

Akan tetapi tidak semua Pemda melakukan hal yang sama untuk
daerahnya. Terdapat perbedaan setiap daerah dalam mengandalkan sumber
pendapatan bagi daerahnya. Hal tersebut dapat disebabkan karena kondisi



geografis yang berbeda, jumlah penduduk, keadaan demografi yang beragam, dan
sebagainya.

Berbeda dengan kota Bandung, Kota Banjar yang memiliki PAD
terendah dibandingkan Kab dan Kota lainnya. Kota Banjar lebih mengandalkan
sektor retribusi di dalam PAD-nya, dengan jumlah PAD sebesar Rp.
23.615.908.225,45 atau selisin Rp. 69.235.513.763,98 dibawah rata-rata daerah
lainnya. Sebagai kota yang baru yaitu sejak 21 Februari 2003, memang tidak
terlalu mengherankan apabila Kota Banjar belum optimal dalam menggali
kemampuan daerahnya, akan tetapi melihat perkembangan Kota Banjar yang
semakin hari semakin pesat serta dengan adanya peluang letak Kota Banjar yang
berada dijalur lintas jalan nasional yang menghubungkan jalur lalu lintas Jawa
Barat dengan Jawa Tengah (www.banjar-jabar.go.id), maka hal ini dapat dijadikan

sebagai sumber pendapatan baru untuk menggali PAD lebih dalam, baik melalui

sektor perdagangan maupun jasa.

2. Gambaran DAU

Pada 25 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat pada tahun 2007, total DAU
mencapai Rp. 14.819.448.223.000,00 dengan rata-rata Rp. 592.777.928.920,00.
Jumlah ini bila dibandingkan dengan PAD maka akan diperoleh selisih yang
cukup tinggi. Pemda terutama masih mengandalkan bantuan DAU ini untuk
membiayai pelaksanaan desentralisasi. Kondisi ini sebenarnya tidak baik
mengingat bahwa semakin tinggi DAU maka tingkat ketergantungan daerah
terhadap pusat akan semakin besar.

Pada populasi ini, Pemda yang mendapatkan DAU tertinggi adalah Kab
Bandung dengan jumlah DAU Rp. 1.351.912.000.000,00. Tingginya DAU ini
disebabkan oleh celah fiskal yang terjadi karena kebutuhan fiskal daerah melebihi
kemampuan fiskal sehingga Pemda membutuhkan bantuan lain berupa DAU.
Semakin tinggi celah yang ada maka akan semakin tinggi DAU yang diterima.
Sebenarnya Pemda dapat meminimalisir celah tersebut apabila Pemda dapat
meningkatkan kemampuan fiskalnya yang salah satunya dapat dilakukan melalui
penggalian PAD yang lebih besar. Seperti pada Kab Bandung yang sebenarnya



dapat lebih meminimalisir DAU dengan meningkatkan PAD melalui penggalian
PAD baik dari sektor pajak, retribusi maupun kekayaan yang dipisahkan dan lain
PAD yang sah. Apalagi melihat potensi Kab Bandung yang kaya akan kekayaan
alam serta letaknya yang strategis bagi perekonomian yang didukung dengan
jumlah penduduk yang banyak dan luas wilayah yang cukup besar

(www.bandungkab.go.id) yang dari satu sisi dapat meningkatkan pendapatan dan

disisi lainnya justru menambah kebutuhan daerah.

Sedangkan untuk daerah yang menerima DAU terendah adalah Kota
Cimahi dengan jumlah DAU yaitu Rp. 270,848,000,000.00. Dilihat dari fungsi
kota dan letak geografis yang berbatasan langsung dengan Kota dan Kab.
Bandung, Kota Cimahi memiliki peran dan posisi yang cukup strategis, sehingga
dapat memberikan peluang untuk menggali pendapatan asli daerahnya. Selain itu
dengan luas dan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar (seperti dalam tabel
4.1) maka hal ini membantu Kota Cimahi untuk mengurangi kebutuhan daerah,
sehingga dalam membiayai pelaksanaan otonomi ini Kota Cimahi tidak menerima
DAU yang terlalu tinggi.

3. Gambaran Belanja Modal

Belanja modal dialokasikan berdasarkan kebutuhan daerah akan sarana
dan prasarana daerah, selain itu untuk mendapatkan asset tetap daerah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa 25 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat telah
melakukan belanja modal dengan rata-rata Rp. 194.799.343.968,58 dari total
belanja modal seluruh daerah populasi sebesar Rp. 4.869.983.599.214,55.

Belanja modal tertinggi dilakukan oleh Kab Bekasi dengan total belanja
modal sebesar Rp. 416.359.175.178,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kab
Bekasi lebih banyak mengalokasikan belanjanya pada belanja modal
dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, seperti tampak pada grafik 4.3.
Tingginya belanja modal ini terutama disebabkan Kab Bekasi sebagai penyangga
Ibukota Negara yang mengalami pertumbuhan yang pesat sehingga memerlukan
peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana yang ada. Dan untuk
mewujudkan hal tersebut, maka Pemda perlu menambah belanjanya terutama



belanja modal untuk kepentingan pengadaan sarana prasarana daerah, yang
dengan begitu akan memunculkan kawasan-kawasan industri sebagai prospek
investasi sehingga Kab Bekasi dapat dikatakan sebagai salah satu sentra industri
terbesar yang ada di wilayah Jawa Barat bahkan se-Asia Tenggara
(www.bekasikab.go.id). Selain itu melihat tingginya belanja modal di Kab Bekasi

dapat diartikan bahwa Kab Bekasi lebih mendahulukan pembangunan bagi daerah
yang pada akhirnya nanti dapat mensejahterakan masyarakat.

Berbeda dengan Kab Bekasi, Kota Sukabumi hanya mengeluarkan Rp.
68.837.294.096,00 untuk kepentingan belanja modalnya. Hal ini bahkan belum
mencapai 50% dari rata-rata Kab/Kota lainnya. Rendahnya belanja modal ini
dapat terjadi dengan kemungkinan memang kebutuhan sarana dan prasarana Kota
Sukabumi yang tidak terlalu besar, maupun karena adanya kekhawatiran bahwa
dengan tingginya belanja modal dapat memicu pula biaya rutin lainnya seperti
biaya pemeliharaan.

4. Hubungan PAD dengan Belanja Modal

Selama ini PAD memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan
otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah
yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah
(Mardiasmo, 2002:46). Bermula dari keinginan untuk mewujudkan harapan
tersebut, Pemda melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik,
yang salah satunya dilakukan dengan melakukan belanja untuk kepentingan
investasi yang direalisasikan melalui belanja modal.

Pada penelitian ini memberikan hasil bahwa terdapat hubungan positif
yang kuat antara PAD dengan belanja modal. Hasil penelitian ini serupa dengan
hasil penelitian Daryanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa terdapat
hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal. Hal ini dapat
diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja
modal pun akan semakin tinggi. Selain itu, temuan tersebut juga mengindikasikan
bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menetukan belanja
modal. Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan



daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya,
disetiap penyusunan APBD, jika Pemda akan mengalokasikan belanja modal
maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan
mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan
ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika Pemda ingin meningkatkan
pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan
belanja modal, maka Pemda harus berusaha keras untuk menggali PAD yang
sebesar-besarnya.

5. Hubungan DAU dengan Belanja Modal

PAD sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan (Saragih,
2003:55). Tetapi penerimaan daerah dari unsur PAD saja belum mampu
memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan penambahan wewenang daerah jelas
akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah (Saragih, 2003:49) sehingga
daerah masih tetap membutuhkan bantuan atau dana yang berasal dari pusat.
Bantuan pusat ini biasa disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU memiliki hubungan positif
yang kuat dengan belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi
DAU yang diterima daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modal yang
akan dibelanjakan. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Daryanto dan
Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan
signifikan antara DAU dengan belanja modal. Holtz-Eakin et al (dalam Hariyanto
dan Hari Adi, 2005) pun menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat
antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Kemudian Gamkhar
dan Oates (dalam Maimunah, 2006:5) juga menyatakan bahwa pengurangan
jumlah transfer (cut in the federal grants) menyebabkan penurunan dalam
pengeluaran daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara
pemberian dana transfer dari pemerintah pusat yaitu DAU, dengan alokasi
pengeluaran daerah melalui alokasi belanja modal.



Hubungan positif yang kuat antara DAU dengan belanja modal ini
dapat dipahami mengingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan
untuk meningkatkan pelayanan publik -yang direalisasikan melalui belanja modal-
juga ikut dibiayai oleh DAU tersebut. Bahkan Abdullah dan Halim (2006:26)
menyatakan bahwa pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan di
pemerintah daerah di Indonesia merupakan sumber pendapatan utama dalam
APBD. Sayangnya kontribusi DAU terhadap belanja modal masih belum efektif
sehingga masih banyak daerah yang belum merata pembangunannya, juga masih
kurangnya pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakat pun belum efektif
(masih banyaknya masyarakat dibawah garis kemiskinan, belum meratanya
fasilitas pendidikan dan kesehatan, sector usaha kecil masih terabaikan -contoh
PKL).

6. Hubungan PAD dan DAU dengan Belanja Modal

PAD dan DAU merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki
peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan
utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan
publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002:46). Berdasarkan
penelitian dapat diketahui bahwa PAD dan DAU memiliki hubungan positif yang
kuat dengan belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD
dan DAU yang didapat daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modal yang
dikeluarkan daerah.

Kedua sumber pendapatan daerah ini memang sulit untuk dipisahkan.
Pemerintah daerah belum mampu mengandalkan PAD-nya sendiri untuk
membiayai desentralisasi. Begitu pun dengan pemerintah pusat yang tidak mau
sepenuhnya memberikan DAU karena akan menambah ketergantungan daerah
kepada pusat.

Kombinasi kedua sumber pendapatan ini -jika melihat kepada hasil
penelitian- maka akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi daerah
guna meningkatkan belanja modal. Semakin tinggi PAD disertai dengan semakin
meningkatnya DAU akan meningkatkan belanja modal daerah. Sebab daerah akan
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memiliki pendapatan yang besar sehingga belanja pun dapat ikut ditingkatkan.
Meskipun pada kenyataannya peningkatan PAD tidak selalu diikuti dengan
peningkatan DAU, sebab melihat bahwa penentuan DAU ikut ditentukan pula
oleh besarnya PAD (PP No 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan).

1. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Kabupaten dan Kota

di Jawa Barat pada tahun 2007, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kota Bandung memiliki PAD tertinggi yaitu sebesar Rp. 287.249.534.045,00.
Hal ini dikarenakan melihat kondisi Kota Bandung sebagai pusat
berkumpulnya aktivitas perdagangan, industri, dan jasa. Sedangkan untuk
daerah yang memiliki PAD terendah adalah Kota Banjar yaitu Rp.
23.615.908.225,45. Hal ini dapat terjadi karena belum optimalnya Kota Banjar
dalam menggali PAD, apalagi mengingat usianya yang baru berdiri sejak 2003
lalu.

2. Total DAU tertinggi diterima Kab Bandung dengan jumlah DAU Rp.
1.351.912.000.000,00. Tingginya DAU ini disebabkan oleh celah fiskal yang
terjadi karena kebutuhan fiskal daerah melebihi kemampuan fiskal sehingga
Pemda membutuhkan bantuan lain berupa DAU. Daerah dengan DAU terendah
adalah Kota Cimahi dengan jumlah DAU yaitu Rp. 270,848,000,000.00. Kota
Cimahi memiliki peran dan posisi yang cukup strategis, sehingga untuk dapat
memenuhi kebutuhan daerahnya tidak terlalu bergantung kepada DAU.

3. Total belanja modal seluruh daerah populasi sebesar Rp. 4.869.983.599.214,55
dengan rata-rata Rp. 194.799.343.968,58. Kab Bekasi adalah Pemda dengan
total belanja modal tertinggi sebesar Rp. 416.359.175.178,00 Tingginya
belanja modal ini terutama disebabkan Kab Bekasi sebagai penyangga Ibukota
Negara yang mengalami pertumbuhan yang pesat sehingga memerlukan
peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana yang ada. Sedangkan
yang terendah adalah Kota Sukabumi dengan jumlah Rp. 68.837.294.096,00
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Rendahnya belanja modal ini dapat terjadi dengan kemungkinan memang
kebutuhan sarana dan prasarana Kota Sukabumi yang tidak terlalu besar.
Hubungan PAD dengan Belanja Modal pada penelitian ini memberikan hasil
bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara PAD dengan belanja modal.
Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran
pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi.

Hubungan DAU dengan Belanja Modal hasil penelitian menunjukkan bahwa
DAU memiliki hubungan positif yang kuat dengan belanja modal. Hal ini dapat
diartikan bahwa semakin tinggi DAU yang diterima daerah maka akan semakin
tinggi pula belanja modal yang akan dibelanjakan.

Berdasarkan penelitian mengenai hubungan PAD dan DAU dengan belanja
modal dapat diketahui bahwa koefisien korelasi berganda adalah 0.734. Hal ini
berarti hipotesis penelitian diterima yaitu bahwa PAD dan DAU memiliki

hubungan positif yang kuat dengan belanja modal.

Saran

Sebaiknya Pemda memprioritaskan anggaran untuk kepentingan publik
dengan cara meningkatkan alokasi belanja modal untuk kepentingan publik.
Sebab dengan meningkatnya alokasi belanja modal akan semakin
meningkatkan investasi yang nantinya akan meningkatkan produktivitas
masyarakat, sehingga akan kembali pada meningkatnya pendapatan daerah.
Akan tetapi Pemda juga harus efektif dan efisien dalam menentukan alokasi
belanja modal, sebab bisa saja dengan tingginya belanja modal tersebut akan
mengakibatkan biaya rutin lainnya —biaya pemeliharaan- menjadi lebih tinggi.
Oleh karena itu, sebaiknya Pemda berusaha mencari titik temu yang tepat
dalam mengalokasikan belanja modal dengan pendapatan yang dimiliki
daerah baik dari PAD maupun DAU sehingga tidak terjadi pemborosan
anggaran dan pelayanan publik pun dapat tercapai, seperti melalui riset
daerah, penyurveian, dan sebagainya.

Sebaiknya Pemda terus meningkatkan PAD dibandingkan dengan DAU,
sebab PAD merupakan tolak ukur kemandirian daerah. Salah satu cara
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meningkatkan PAD dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi
pajak. Dengan tingginya PAD tersebut maka akan semakin mengurangi
ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pusat.
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